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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011

tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 /PMK.05/2012 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003
tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang
Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships
and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003
tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Ngmor KM 72
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur

dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk
Pelabuhan Laut;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004
tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan
Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009
tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan
Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil
Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan
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Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan
Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan
Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan
Pelabuhan Batam;

23. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di
lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di
lingkungan Pelabuhan Batam;

24, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tzhun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di
lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif
Pelayanan Barang di lingkungan Pelabuhan Batam;

25. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah
Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

26. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam
Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian
Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM HOST-TO-HOST PEMBAYARAN KEGIATAN
JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum dan Ruang Lingkup

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

L.

10.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi
pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang
melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pelabuhan Umum adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan
antarmoda transportasi.

Pelabuhan Non umum adalah semua pelabuhan yang dikelola oleh Badan
Pengusahaan Batam selain yang diklasifikasikan sebagai Pelabuhan Umum.

Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yang
ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas
wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, batas wilayah
berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Batam dan batas wilayah Daerah

lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang
ditetapkan Pemerintah.

Pengguna Jasa adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menggunakan
jasa kepelabuhanan Penyedia Jasa.

Penyedia Jasa adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa alat dan jasa
penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan
Pengusahaan Batam.

Pernyataan Umum Kapal, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam untuk

melakukan pendaftaran kegiatan kapal di lingkungan operasi Kantor Pelabuhan
Laut Badan Pengusahaan Batam.

Deposit adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan
nominal yang ditetapkan dalam estimasi biaya.

Sistem Host-to-Host adalah sistem transaksi online yang menghubungkan server
Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan
menggunakan jaringan telekomunikasi.
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11. Contingency Plan adalah tindakan yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi
kemungkinan terjadinya kondisi terhentinya pelayanan dan/atau pembayaran
dalam pelaksanaan sistem host-to-host.

Pasal 2

Sistem host-to-host dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran kegiatan jasa
kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam yang dilakukan pada:

a. Pelabuhan Umum; dan

b. Pelabuhan Non Umum.

Bagian Kedua
Pernyataan Umum Kapal

Pasal 3

PUK berlaku untuk 3x24 jam terhitung sejak diterbitkan oleh Petugas Pelayanan
Administrasi Terpadu (PPAT), dan diterbitkan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sebelum
kapal berlabuh atau lepas jangkar di area operasi Kantor Pelabuhan Laut Badan
Pengusahaan Batam.

Bagian Ketiga
Sistem Host-to-Host untuk Pelabuhan Umum

Pasal 4

(1) Setelah menerima rincian rencana Kkegiatan dari Forum Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan (FPJK) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem,

Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 125% dari nilai
estimasi biaya.

(2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang
ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna
Jasa.

(3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa
menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai
dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

Pasal 5

(1) Pengguna Jasa dapat menyampaikan nota atau permohonan tertulis kepada
Penyedia Jasa atas keberatan atau ketidaksesuaian nilai faktur disertai dengan
bukti pendulmng kepada Penyedia Jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kcr_|a sejak
penerimaan Nota Invoice.

(2) Penyedia Jasa akan memproses nota keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai mekanisme yang berlaku atas pemungutan oleh Negara.
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Pasal 6

Standar Operasional Prosedur sistem host-to-host pembayaran kegiatan Jasa

Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Keempat
Sistem Host-to-Host untuk Pelabuhan Non Umum

Pasal 7

(1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem,
Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 125% dari nilai
estimasi biaya.

(2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang
ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna
Jasa.

(3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa
menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai
dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

Pasal 8

(1) Pengguna Jasa dapat menyampaikan nota keberatan atau permohonan tertulis
kepada Penyedia Jasa atas keberatan atau ketidaksesuaian nilai faktur disertai
dengan bukti pendukung kepada Penyedia Jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak penerimaan Nota Invoice.

(2) Penyedia Jasa akan memproses nota keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai mekanisme yang berlaku atas pemungutan oleh Negara.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur sistem host-to-host pembayaran Kkegiatan Jasa

Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Non Umum adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 2 Peraturan ini.

BAB I
CONTINGENCY PLAN

Pasal 10

(1) Apabila sistem host-to-host tidak dapat berfungsi baik karena kerusakan, terjadi
gangguan jaringan sehingga sistem host-to-host tidak terhubung (offiine), maka:

a. proses penghitungan estimasi biaya dxlakukan secara manual;

b. proses pendebitan dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Penyedia
Jasa kepada pihak Bank dengan nominal berdasarkan Berita Acara Realisasi
Kegiatan dan Pranota;



(3)

(2)

(4)
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c. Validasi transaksi pendebitan diserahkan oleh pihak Bank kepada Penyedia
Jasa paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Setelah sistem dapat berfungsi kembali, data manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus segera diinput ke dalam sistem.

Standar Operasional Prosedur untuk Contingency Plan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB III
PENCEKALAN DAN BUKA CEKAL

Pasal 11
Sistem akan memblokir penerbitan PUK dan melakukan pencekalan apabila:

a. Pengguna Jasa belum menyediakan dana yang cukup untuk Deposit;
dan/atau :

b. Pengguna Jasa belum menyelesaikan piutang atau kewajibannya.

Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila dalam 3x24 jam
belum ada konfirmasi ketersediaan dana dari bank.

Data pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diinformasikan kepada

petugas lapangan, bidang kesyahbandaran dan Bagian Keuangan melalui sistem
dan/atau e-mail.

Standar Operasional Prosedur Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 12

Proses buka cekal bagi Pengguna Jasa yang belum menyediakan dana yang cukup untuk
Deposi: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.

Bank akan menginformasikan kepada Bagian Keuangan apabila dana dalam
rekening Pengguna Jasa belum mencukupi;

Bagian Keuangan kemudian menginformasikan kepada Pengguna Jasa bahwa
apabila dalam jangka waktu 3x24 jam dana tidak mencukupi, maka PUK akan
hangus;

Pengguna Jasa kemudian menyetorkan dana dalam rekening Pengguna Jasa (top-
up);

Apabila dana mehcukupi. Bank akan memblokir Deposit dan memberitahukan
kepada Penyedia Jasa;

Berdasarkan pemberitahuan pemblokiran Deposit dari Bank, Penyedia Jasa
kemudian melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan.
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Pasal 13

Proses buka cekal bagi Pengguna Jasa yang belum menyelesaikan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa harus melapor ke Bagian Keuangan;

b. Bagian Keuangan akan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan jumlah piutang
berupa Pranota yang masih harus diselesaikan oleh Pengguna Jasa;

c. Pengguna Jasa kemudian menyetorkan dana dalam rekening Pengguna Jasa untuk
membayar piutang; '

d. Apabila dana mencukupi, Bank akan melakukan proses pendebitan ke Rekening

Badan Pengusahaan Batam dan menerbitkan Validasi Pendebitan kepada Pengguna
Jasa,

e.  Validasi pendebitan kemudian diserahkan oleh Pengguna Jasa ke Bagian Keuangan
sebagai bukti pelunasan;

f. Berdasarkan bukti pelunasan, Bagian Keuangan akan memproses pembukaan

cekal yang dikirimkan kepada Kepala Sub Bagian Data dan Informasi dan
menerbitkan Nota dengan tanda cap lunas; dan

g. Berdasarkan pemberitahuan dari Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Data dan

Informasi melakukan pembukaan cekal dan mengirimkan pemberitahuan kepada
pihak Bank.

Pasal 14

Standar Operasional Prosedur Buka Cekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
Pasal 13 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran S Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyelesaian piutang dan/atau kewajiban Pengguna Jasa yang timbul sebelum
Peraturan ini mulai berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

a. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang
Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif

Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan
Batam;
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b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di
lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan
Kapal di ingkungan Pelabuhan Batam; dan

c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di
lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di
lingkungan Pelabuhan Batam,; .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai kepelabuhanan Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

AN PENGUSAHAAN
DAGANGAN BEBAS
SIAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

oA Vi
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b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di
lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan
Kapal di lingkungan Pelabuhan Batam; dan

c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di
lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di
lingkungan Pelabuhan Batam,;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai kepelabuhanan Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

¥ AGANGAN BEBAS
EAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO
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Sistem F

Keuangan akan

dlpenuh| oleh perusahaan.

2. Setelah menerima informasi tersebut,
pPerusahaan melakukan pengisian / top up dana
ke rekening.

3. Jika dana pada rekening sudah cukup, Bank
akan melakukan proses pendebitan ke Rekening
BP Batam sesuai kewajiban perusahaan.
selanjutnya Bank akan menerbitkan Validasij
pedebitan dan diserahkan ke Perusahaan untuk|
diteruskan sebagai bukti pelunasan ke bagian
Keuangan.

4. Setelah validasi Pendebitan diterima, Bagian
keuangan akan memproses pembukaan cekal dan
menerbitkan nota dengan tanda cap lunas. Dan

pembukaan Cekal Perusahaan akan
dikirimkan ke Kasub Data dan Informasi untuk!
melakukan pembukaan cekal. [

1. Perusahaan pelayaran yang masih memilikij
kewajiban harus melapor ke Bagian Keuangan.

mengecek dan
an jumlah piutang yang masih harus

1 Jasa Kepel

Kantor Pelabuhen Laut Batam

Host To Host dengan Bank
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Alur Standar Operasional Prosedur Sistem P Jasa
Kantor Pelabuhan Laut Batam

Host To Host dengan Bank

1. Perusahaan pelayaran yang sudah teregistrasi
dan sudah mendapatkan izin operasional di
Batam mengajukan PUK ke petugas PPAT untuk
proses penerbitan PUK.

2. Perusahaan yang belum melakukan Top Up
Dana atau masih memiliki kewajiban yang belum
dipenuhi, maka secara otomatis sistem akan
memblokir penerbitan PUK.

3. Sistemn akan melakukan pencekalan secara
otomatis dan Data Pencekalan Perusahaan akan
diinformasikan ke Petugas Lapangan, Bidang
Kesyahbandaran dan bagian Keuangan melalui
sistem/email. ’




Im—la-m-l-pau-r«wn

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

2. Setelah dokumen kapal diterima, forum tersebut akan mengadakan rapat, uUntuk
mmmrmwmmmmmmmwu
mmmwmwmmmm Pengguna

3. Berita acara ke Jasa untuk ke petugas PPAT.
Pecugas PPAT akan PUK dan ke petugas

24 Jam belum ada oo

4. Petugas PPAT akan menginput rencans kegiatsn sesusl berita acara ke dalam
sistemn.

5. Setelah petugas WA‘rmlmﬂmmmmm
H rencana kegiatan 1ainova kapal) akan
e oo Moo

6. Kasie Yandu / Kasle / Kasie Anjas berita

acara yang dilnput di sistem. Jika tidak, secara otomatis akan diinformasikan ke

petigns PPAT agar dilakukan koreksl. Dan Jika ya, sistern akan menginformasikan ke
Xabid Komersil.

lamplransPemmchpalaBsdaangnsahaanKaman

bas dan Pelabuhan Bebas Batam
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10. Jika dana perusahasn tidak cukup,

11. Jika dana mencukupl, maka bank akan melakukan hold dana terhadap estimasl
perhitungan biaya kegiatan yang diajukan cleh Kanpel.

12. Jika saldo pada rekening elah berhasi hold dana, maka
Bank akan menerbitkan buktl Hold Dana (mdnlp 3) kepada Subbag Keusngan, PPAT,
dan pengguna Jasa.

13. PPAT akan menginput ke dalam sistem sesual buktl Hold Dana yang telah berhasi
Bank.

14. Subbag Keuangan akan memverifikasi hasil Inputan petugas PPAT sesual bukt)
Hold Dana yang diterima darl Bank. ststem akan

Petugas operasional terhadap rencana keglatan yang telah disetujul. Jika tidak sesual
akan dikembalikan ke petugas PPAT untuk difakukan penginputan ulsng.

1s. Dan Patugas kepads
dan melaksanakan pengawasan keglatan.

16. Petugas operasional menginput realisasi kegiatan ke dalam sistem paling lambat 1
X 24 Jamn setelah selesal keglatan.

a7 w-v-m/m.rm/mmmmmmm
oleh petugas dengan

T ek lnguten Ssk semet skan ke petugss Dan Jika hasit

Inputan sudah sesual akan diteruskan ke Kabid Komersit untuk dilakukan verifikas!.

18. Kabid Komersil akan memwerifikasl realisasl keglatan tersebut. Jika setujs, akan
dikembali
ke Kasle Yandu / Kasie Pemanduan / Kasie Anjas untuk dilakukan pengecekan ulang.

19. Setelah berita acara realisasi keglatan disetujul oleh Kabid Komersll, sistern secara
Jasa kepelabuhanan.

biwre
angan data
ettt caiapig ey
e e e s e s Wemenis e PRk Jn SO s, ekl oty

ke Kabid

20. Setelah perintah debit diterima pihak Bank, dana yang telah di hold tersebut akan
dieksekusl sesual nilal realisasi kegiatan dan secara otomatis akan masuk kerekening
Kanpel BP. Batam.

21. Setelah Pendebitan selesal. Pihak Bank aksn menerbitkan validasi pendebitan di
memberikan tanda lunas (cap lum) peda Nets jase bepalsbuhanen kemudinn m
bag

22. Nota yang diterbitkan dengan cap lunas (Bukt Lunas) disampaikan ke pengguna
Jasa.

23. Pencekalan akan dilakukan secara otomatis oleh sistermn jika perusahaan belum
melakukan top-up dana untuk estimasl biaya kegiatan yang telah jatuh tempo
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Ahar dar Op ional P fur Sistem Pemb Jasa buh Host To Host dengan Banlk

mmmwﬁmamnmhpﬂmnﬂwk.mmmd
Terbatu (PPAT)

PPAT akan rencana keglatan kedalam

. Setelah petugas PPAT PUK secara rencana dan

tainnya kapal) akan oleh sistem. PUX akan

annz-nmn secara otomatis oleh sistem jika 3 x 24 Jam belum ada konfirmasl kecukupan

saldo dari Bank. Sistem secara otomatis akan menginformasikan kepada Xasia Yandu / Kasie
Pemanduan / Kasie Anjas untuk dilakukan verifikasi data yang telah dilnput oleh PPAT.

4. Kasie Yandu / Xasie Pemanduan / Kasle Anjas melakukan verifikasl terhadap data yang
diinput oleh PPAT dengan membandingkan berita acara dengan data pendukung lalnnya
yang ada di sistemn, jika hasil verifikasi tidak sesual maka data tersebut akan dikembalikan ke
PPAT dan jika hasil verifikasi sudah sesual maka akan kepada Kabid

5. Kabid telah oleh para Kasie. Jika
tidak setuju, maka sirtam akon mmlnlokm ke b..bn Kasia Yandu / Kasie Pemanduan /
Kasie Anjas untuk rencana kegiatan yang akan
ditakulkan.

6. Setelah rencana kegiatan disetujul oleh Kabid Komersil, sistem secara otomatis akan
manghiting archmad biaya atas rencana keglatan Jasa kepelabuhanan. sehn)utny! Subbag ™
estimasi biaya untul

# yang akan dllal:u‘un dengan data pendukung. Jika data telah sesuai maka mu».

Hold dana melalul sistem kepada Bank, Jika tidak
sesual, m-k- istem akan menginfokan ke begian Kabid Komersial untuk dilakukannya
verifikasi ulang terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan.

7. Sistem secara akan dana Jasa
kegiatan yang diajukan.

8. Jika dana perusahaan tidak cukup, per top up dana.

9. Jika dana mencukupi, maka sistem akan melakukan hold dana secara otomatis terhadap
estimasi perhitungan biaya keglatan.

10. Jika saldo pada rekening perusahaan tetah berhasil dilakukan hold dana, maka sistem
formasikan ke PPA’

akan mengin T dan selanjutnya akan diterbitkan Bukti Hold Dana kepada
perusahaan.

11, sistem akan m.ﬂdnlmhn kepada Petugas operasional terhadap rencana wm
yang tetah Petugas

: dan kegiatan.
12. Petugas realisasi ke dalam sistem paling lambat 1 x 24

Jam setelah selesal kegiatan.

13. Xasie Yandu / Kasie Pemanduan / Kasie Anjas akan memverifikasi hasil penginputan
yang dilakukan oleh petugas operasional dengan data pendukungnya. Jika hasil inputan
tdak sesual akan ke petugas Dan jika hasil inputan sudah sesual
akan ke Kabid untuk

14. Xabid akan realisasi tersebut. Jika setuju, akan
diterbitkan berita acara realisasi kegiatan (2A1, 28, 2C). Jika tidak akan dikembalikan ke
Kasie Yandu / Kasie Pemanduan / Kasie Anjas untuk dilakukan pengecekan ulang.

1S. Setelah berita acara realisasl oleh Kabid sistemn secara
4 otomatis akan menghitung realisasi biaya atas jasa
7d Kabag Tata Usaha akan biaya untuk kegiatan
yang telah dengan data Jika data telah sesuai maka
Kabag Tata Usaha akan perintah dana sesuai dengan realisasi

kegiatan kepada pihak Bank. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke Kabid Komersil
untuk dilakukan pengecekan ulang.

16. Setelah perintah debit diterima pihak Bank, dana yang telah di hold tersebut akan
dieksekusi sesuai nilai realisasi kegiatan dan secara otomatis akan masuk kerekening Xanpel
4 BP. Batam.

17. Sistem akan menginformasikan kepada Subbag xmwm mm-a:p danl vang sudah
berhasil didebit ke 8P Batam. Subl
Nota, Buktl Auto Debit, Bukti Kas / Bank, dan dokumen ptnﬂukun. hlnnv-

18. Nota yang di terbitkan dan Bukti Auto Debit (Bukti Lunas) kemudian di kirim oleh sistem
secara otomatis kepada pengguna jasa via email.

19. akan secara oleh sistem jika perusahaan betum
melakukan top-up dana untuk estimasi biaya kegiatan yang telah jatuh tempo.




2. Setelah dokumen kapal diterima,
menentukan rencana kegiatan
tersebut ditanda tangani oleh Kabid Kesyahbandaran, Kabid Komersil, dan Pengguna Jasa.

3. Berita acara ke Jasa untuk ke petugas PPAT. Petugas
PPAT PUK dan ke petugas
mwnmmx.ﬁnmﬁmmwammmax 24 jam
belum ada konfirmas! kecukupan saldo darl Bank.

4. Petugas PPAT akan menginput rencana kegiatan sesual berita acara dan data pendukung
ke dalam sistem.

secara otomatis akan

S. Setelah petugas PPAT menginput rencas sistem secara
7 Kasle Anjas untuk dilakukan

"5 menginformasikan kepada Xasle Yandu / Kasle
{ verifikasi data yang telah dilnput oleh PPAT.

6. Kasle Yandu / Kasi

yang
PPAT dan plu hasil verifikasi sudal

7. Xabid Komersil akay nm.nynmjunasuvcmlud yang telah dilakulan oleh para Kasie. Jika
;kstl\t,\l.m.lmdsm:kmm baglan Kasie Yandu / Kasie Pemanduan /
rencana kegiatan yang akan

Kasie Anjas untuk ulang
aitakukan.

8. Setelah rencana kegiatan disetujul oleh Kabid Komersil, sistemn secara otomatis akan
menghitung estimasl biaya atas rencana kegiatan Jasa kepelabuhanan. Selanjutiya Subbag
akan

9. Sistem secara otomatis akan dana
kegiatan yang diajukan.

10. Jika dana

tidak cukup, top up dana.

11. Jika dana mencukupl, maka sistem akan melakukan hold dana secara otomatis terhadap
estimasi perhitungan bisya kegiatan.

12 Jika saldo pada n(.nwawuhnhdamm-hmum
akan kepada

perusahaan
ke PPAT dan Bulkai Hold Dana

perusahaan.

13. Sistem akan menginformasikan kepada Petugas operasional terhadap rencana keglatan

yang telah disetujui. Dan Petugas kepada
dan kegiatan.

14. Petugas operasional menginput realisasi kegiatan ke dalam sistem paling lambat 1 x 24
A Jam setelah selesal kegiatan.

uun-vm/:»mmlhﬁwmmmmm
yang dilakukan oleh petugas dengan data hasil inputan

akan mm)—ulwmw
akan diteruskan ke Kabid Komersil untuk dilakukan verifikasi.

x&nwwm realisasi kegiatan tersebut. Jika setuju. akan
diterbitkan acara reslisast kegiatan (2A1, 28, 2C). Jika tidak akan dikembalikan ke
Mv-m«/murmmulummmmmmmuw;

17. Setelah berita acara reafisasi kegiatan disetujul oleh Kabid Komersil, sistem secara

4 Kabag Tata Usaha akan melakukan
yang tetah dengan

“] Kabag Tata Usaha akan perintah dana sesual des

i kegiatan kepada pihak Bank. Jika tUdak setuju, maka akan dikembalikan ke Kabid
untuk dilakukan pengecekan ulang.

18. Setelsh perintah debit diterima pihak Bank. dana yang teiash di hold tersebut akan
dieksekusi sesual nilal realisasi kegiatan dan secara otomatis akan masuk ke rekening
Kanpel BP. Batam.

19. Sistem akan mmlﬂlo’m.‘illan kepada Subbag Keuangan terhadap dana yang sudah

berhasil didebit ke Batam.
Nota Jasa Kepelabuhanan, ul«- Auto Debit, Bukt Kas / Bank, dan dokumen pendukung
1ainnya.

20. Nota yang di terbitkan dan Bukti Auto Debit (bukti lunas) kemudian di kirim oleh sisterm
secara otomatis kepada pengguna jasa via email.

21. Pencekalan akan dilakukan secara otomatis oleh sistem jika perusahaan belum
melakukan top-up dana untuk estimasi biaya kegiatan yang telah jatuh tempo.

Host To Hos¢ dengan Bank
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